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Tabel 1. Realisai Penerimaan Dacrah Menurut Sumber
Tahun 1995/96 - 1998/99 (Rp. juta)

A
&
£
pis
0

Sumber Penerimaan 1995/96 1997/98 1998/99 1999/2000 **)

A Pendapatan Asli Daerah 1.608,0 | 2.4606,5 1.912,6 20477
. Pajak Dacrah 2412 347.0 368,2 448 4

1.1. Pajak Potong Ternak 19,8 26,0 3.3 -

1.2. Pajak Hotel & Restoran *) 19,0 441 57,2 37,0

1.3, Pajak Bangsa Asing 0.1 0.1 0.0 -

1.4. Pajak Tontonan 13.4 3,7 41 5,0

1.3. Pajak Reklame 13.4 11.6 12,0 12.0

1.6. Pajak Penerangan Jalan 161.0 250.2 287.5 274.4

1.7. Ppaiak Kend.Perusahaan 14,0 1155 4,1 -

1.8. Pajak Galian C - - - 50,0

1.9. Pajak Air Bawah Tanah & - - - 70,0

Air Permukaan

2. Retribusi Dacrah 715,8 1.045.9 7532 1.150.9

3 Laba BUMD 547 50.0 30.0 85.0

4 Penerimaan Dinas 50,7 272 248.6 -

5 Lam-lain 545.8 0996.4 S12,7 463.3

B Bagi Hasil 259371 2.540,3 7769 4.5772
1. Bagi Hasil Pajak 2.521,0 1 25433 37500 4.549.2

2. Bagi Hasil Bukan Pajak 2.6 3.0 26,9 28,0
 Sumbangan dan Bantuan 23.119,3 | 33.544.2 1 38.622,9 83.909,6
1. Bantuan 6.982,71 11.041,8 10,4547 49.995,4

__ 2 Sumbangan 11603661 225025 281682 339142
Jumilah 27.321,0 | 38.557,0 | 443124 ) 90.634,5

Belanja rutin Dispenda 571,7 875,3

Catatan = *} Sebelum 1997 bernama pajak Pembangunan 1

=) APBD-P

Sumber Dispenda Kabupaten Tanah Datar

Peranan PAD (Pendapatan Asli Daeral) relatil sangat kecil dibandingkan dengan
scluruh pencrimaan Dacrah. Dalam tahun1995/96, PAD berjumlah sekitar Rp. 1,6 wiliar
atau sekitar 5,9 persen dari*seluruh penetimaan daerah. Peranan PAD terhadap scluruh
peneriman meningkal menjadi 6,4 persen dalam tahun 1997/98. Setelah itu terjadi
penurunan peranan PAD terhadap selurub penerimaan daerah. Untuk tahun anggaran
1999/2000 diperkirakan peranan PAD terhadap pencrimaan dacrah akan berada sckitar 2,4

persen.

Yang menarik scbenarnya adalah menganalisis peranan pajak dacrah terhadap
PAD. Mulai tahun1997/98, terlihat adanya kenaikan pajak dacrah terhadap PAD dari 14,1




persen menjadi 19,3 persen tahun 1998/99 dan 21,6 persen tahun 1999/2000. Naiknya
peranan Pajak Dacrah terhadap PAD ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan Pajak
Pcnerangan Jalan (Tabel 1). Sedangkan dalam tahun 1999/2000 dipengaruhi oleh adanya
penambahan dua jenis pajak dacrah yaitu: (1) pajak galian C dan (2) pajak air bawah tanah
dan air permukaan. Untuk kedua jenis pajak baru ini diperkirakan penerimaan daerah
bertambah sekitar Rp. 120 juta tahun 1999/2000

3. Pajak Hotel dan Restoran

Pajak Hotcl dan Restoran (sebelum UU No. 18 tahun 1997 discbut dengan istilah Pajak
Pembangunan I) adalah satu dari lima jenis pajak dacrah yang dikelola langsung oleh Dinas
Pendapatan Daerah. Scdangakn pajak penerangan jalan dipungut oleh PLN dan kemudian
disetorkan kepada daerah. Sedangkan dalam tahun 1995/96 ada enam jenis pajak daerah
yang dikelola langsung olch Dispenda Kabupaten Tanah Datar. Pencrimaan Pajak Holel
dan Restoran diperkirakan schesar Rp. 37 juta th.1999/2000

a. Sistim dan Prosedur Pemungutan Pajak

Kceeuali pajak pencrangan jalan, semua pajak dacrah dipungut olch Dinas Pendapatan
Dacrah Kabupaten Tanah Datar. Dinas dengan jumlah staf sebanyak 35 orang dipimpin
oleh seorang Kepala yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daecrah. Struktur Organisasi
Dinas ditetapkan scsuai dengan sistem dan prosedur pemungutan pajak. Ada lima seksi
yang tugasnya adalah mcrencanakan, menetapkan, membukukan dan menagih pajak dari
semua wajib pajak daerah.

Pekerjaan pemungutan pajak dimulai dari scksi “Pendaftaran dan Pendataan™.
Tugas utama dari seksi ini adalah menyiapkan semua informasi dari semua wajib pajak
yang diperlukan olch seksi “Penctapan”. Scksi Penctapan bertugas menetapkan besarnya
pajak yang harus dibayar olch setiap wajib pajak berdasarkan informasi dari scksi
pendaftaran dan pendataan. Hasil penctapan ini disampaikan pada wajib pajak sesuai
ketentuan yang berlaku.

Sclanjutnya, seksi “Pembukuan dan Pelaporan” bertugas mencatat besarnya pajak
vang harus ditcrima berdasarkan informasi yang diperoleh dari seksi penetapan. Sedangkan
informasi tentang jumlah penerimaan pajak diperoleh dari BPD (Bank Nagari) sebaga
pemegang kas dacrah. Schingga dengan demikian setiap bulan akan dapat diketahui semua
wajib pajak baik yang telah melunasi kewajibannya maupun yang menunggak (dalam
mebayar pajak). Adalah kewajiban bagi seksi “Penagihan” untuk melakukan penagihan
kepada wajib pajak yang menunggak tersebut. Jadi berarti perlu ada koordinasi antara
keempat scksi terscbut dalam melakukan tugas-tugas pemungutan pajak di dacrah.

Yang menarik untuk disimak adalah tugas seksi “pendapatan Dati I” yaitu
membantu dacrah tingkat 1 (Propinsi Sumatera Barat) melakukan fugas-tugas dalam
pemungutan pajak. Termasuk kegiatan seksi ini sekarang adalah: (1) membantu menagih
pajak galian C dan (2) membantu pemungutan PBB (pajak bumi dan bangunan).
Walaupun pajak galian C adalah pada Dati II berdasarkan UU No. 18 tahun 1997, tetapi



sampai saat ini masih belum seluruhnya dikelola oleh Dispenda Tanah Datar. Tugas
perbantuan yang agak berat juga bagi Dispenda adalah membantu melaksanakan
pemungutan PBB yang berjumlah sckitar Rp. 800 juta untuk Kabupaten Tanah Datar.
Pemungutan langsung dari rumah ke rumah bersama aparat lurah / desa.

b. Sistim dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Seksi pendaftaran dan Pendataan sudah bekerja baik sekali. Seksi ini sudah memiliki daftar
nama dan alamat semua hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Hanya
ada 5 (lima) Hotel dan 138 Restoran di daerah ini. Kebanyakan Hotel (ermasuk katcgori
Melati. Hanya ada satu hotel yang termasuk kategori bintang satu yaitu hotel “Singkarak
Sumpur” yang terletak di pingir Danau Singkarak. Hotel, seperti lazimnya menctapkan farif
kamar scsuai klasifikasinya. ;

Yang menjadi persoalan adalah informasi tentang pencrimaan masing-masing Hotel
dan Restoran setiap bulannya atau sctiap minggunya. Untuk hotel, yang bisa diketahui
dengan benar adalah jumlah kamar, tempat tidur dan tarif kamar. Sedangkan data jumlah
pcngunjung dan lamanya menginap sulit untuk diperoleh. Dari hasil diskusi pencliti dengan
pimpinan dan pelayan Hotel Pagaruyung (klasifikasi melati 2) yang memiliki 28 kamar
dengan 76 tempat tidur membedakan tarif kamar pada lima kelompok, sesuai dengan
fasilitas yang tersedia pada setiap kamar. Kelompok pertama discbut VIP (4 kamar) dengan
fasilitas paling baik, tarif per-kamar per-malam adalah Rp. 75.000. Kemudian diikuti olch
kelas T, II dan kelas I dengan tarif masing-masingnya adalah: Rp. 27.500, Rop. 17.500
dan Rp. 11.000. Ada 6 (cnam) kamar untuk setiap kelas. Sisanya cnam kamar lagi
tergolong kelas ekonomi dengan tarif Rp. 20.000 per-malam. Kesemua (arif ini sudah
termasuk pajak dan pelayanan hotel.

Pada dasarnya restoran tidak memungut pajak yang dibebankan pada konsumen
dan ditugaskan pada pemilik restoran untuk memungutnya. Peneliti mencoba mencek pada
scbuah rumah makan yang mcmpunyai rata-rata omzet Rp. 150.000 per-hari (keterangan
dart Dlspcnda Tanah Datar). Tim peneliti mencoba makan pada rumah makan yang
mempunyai 9 meja dan 30 kursi ini dan ternyata pada saat pcmbnvm an, pemilik (kasir)
tidak menambahkan pajak pada konsumennya. Hal yang sama terjadi pula pada Restoran
Purnama II (Restoran yang terbaik di Kabupalen Tanah Datar).

Restoran yang menjadi sasaran pemeriksaan itu termasuk golongan 3. Golongan
yang terendah adalah golongan 4 dengan omzet rala-rata per-hari sekitar Rp 75.000.
Sedangkan golongan I adalah yang tertinggi dengan omzet sckitar Rp. 300.000 per- -hari.
Restoran / rumah makan ini berdasarkan informasi Kepala Dinas juga tidak memungut
pajak Hotel dan Restoran scsuai ketentuan yang berlaku (sama dengan pengalaman
peneliti).

Olch karcna tidak adanya informasi tentang pencrimaan Hotel dan Restoran dari
setiap wajib pajaknya, nmaka besarnya pajak ditctapkan berdasarkan tawar-menawar antara
~ aparat Dispenda (dalam hal ini adalah seksi penctapan) dengan wajib pajak. Hasil tawar
. menawar itu dituliskan pada daftar isian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) olch
* pengusaha. Daftar isian ini dijadikan sebagai dasar penetapan pajak yang harus dibayar



b

5. Kata Akhir

Pajak Hotel dan Restoran bisa baik (positif) sebagai sumber penerimaan daerah Kabupaten
Tanah Datar dan bisa juga tidak baik (negatif) dengan menggunakan berbagai tolak ukur
yang ada. Ada diantaranya tolak ukur penilaian pajak yang memberikan hasil positif dan
ada pula diantaranya yang memberikan hasil negatif. Tolak ukur hasil misalnya bisa positif
dan bisa juga nogatif. Positif jika dilihat dari sisi pertumbuhan dan clastisitas pajak baik
tethadap inflasi maupun terhadap PDRB. Sedangkan negatif dilihat dari scgi hasil yang
relatif kecil. Begitu pula jika yang digunakan adalah tolak ukur keadilan. Sedangkan tolak
ukur kemampuan untuk melaksanakan dan kecocokan scbagai pajak dacrah memberikan
hasil-positif.

Yang menarik untuk disimak lebih jauh adalah telah terjadinya perubahan
pelaksanaan konsep pajak Hotel dan Restoran dari yang scmula menganut sistem
menghitung pajak sendiri (self-assesment) menjadi pajak yang ditetapkan olch aparat
(official assesment), walaupun kejadian itu adalah merupakan kesepakalan pengusaha hotel
dan restoran dengan aparat pajak. Namun perubahan konsep dasar jelas telah terjadi.

Ada tiga faktor penting yang berpengaruh tcrhadap perubahan pelaksanaan konsep
dasar pajak Hotel dan Restoran terscbut yaitu pertama, kurangnya pengertian  para
pengusaha tentang arti dan makna pajak. Mereka menganggappajak adalah beban bagi
mereka, bukan beban konsumen seperti ditegaskan dalam ketentuan yang berlaku., Kedna,
tarif pajak sebesar 10 persen ternyata memberatkan pada dunia usaha hotel dan restoran di
kawasan Kabupaten Tanah Datar. Dalam kenyataannya memang tarif 10 persen tidak
diberlakukan dan cara seperti ini tepal untuk dilaksanakan. Justru yang salah adalah
peraturan daerahnya. Ketiga, Perda tidak menyebutkan sama sckali tentang pengecualian
untuk pengusaha yang kecil-kecil. Pengecualian ini adalah dimungkinkan olch PP No. 19
tahun 1997 tentang pajak daerah.

Jadi berarti telah terjadi kesalahan dalam menyusun Perda No. 4 tahun 1999
tentang pajak Hotel dan Restoran untuk Kabupaten Tanah Datar. Kesalahan ini mungkin
berawal dari kebiasaan yang telah ada sejak orde baru. Semua keputusan yang dibuat harus
sesuai dengan petunjuk atasan, peduli amat dengan situasi dan kondisi daerah, Jika dibuat
berbeda maka pengesahan tidak dapat dilakukan. Perilaku ini bertolak belakang dengan
jiwa otonomi dacrah yang luas yang dianut oleh UU No. 22 tahun 1999. Disamping itu
kesalahan bisa puld muncul sebagai akibat kekurang mampuan dacrah untuk menganalisis
atau menilai pajak tertentu dan akhirnya berakibat kepada kesalahan dalam membuat
peraturan dacrah yang diperlukan sebagai dasar hukum pelaksanaan pajak tersebut di
dacrah.

Padang, Pebruari 2000

Penulis



D T

13
Lampiran 1
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Catatan: ] sub-seksi. Tiap seksi mempunyai tiga sub-seksi.
Sumber Dispenda Kabupaten Tanah datar.



Lampiran 2.

Peranan Pajak Ilotel dan Restoran dan Elastisitasnya terhadap PDRE

IWabupaten Tanah Datar

Suniber

-V Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Datar

Satuan | 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
1. Pajak Dacrah v _ Rp. luta 211,86 241,17 3059 347.02
2. Pajak Hotel & Res. Y Rp. Juta 13.10 19,02 26,13 44,07
3. Peranan Pajak H & R
terhadap Pajak Dacrah %% 6,18 7,89 8.54 12,70
4. Pertumbuhan
* Pajak Dacrah % 13.83 26,85 13,43
* Pajak 1 & R %0 45,19 37,38 68,66
S. PDRB berdasar Harga
Rerlaku Rp. Juta | 469.498,12 | 533.231,87 | 614.234.64 | 689.409,33
6. Pertumbuhan PDRI3 % 13,57 15,19 12.24
7. Tilastisitas:
* Pajak Dacrah terhadap
PDRB 1.0 1.8 1.1
* Pajak 1 & R terhadap !
PDRD RS 2.5 5.6

. ! Doiale 11 Do
Keterangan: ¥ Pajak Hotel dan Restoran bernama Pajak Pembangunan | sebelum tahun 1997,

Y pps. PDRB Kabupaten/Kotamadya di Indonesia 1994-1997. Jakarta, 1998,

Talaman 3.
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